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Abstrak 
Pensyariatan zakat bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi mustahik dan mengatasi sebagian problem yang 
mereka hadapi. Dari tahun ke tahun terlihat peningkatan jumlah zakat yang diterima oleh institusi yang mengelolanya. 
tetapi hingga hari ini masih banyak mustahik yang masih hidup dibawah garis layak dan memadai. Ini menunjukkan peran 
zakat dalam memperbaiki keadaan ekonomi mustahik belum begitu nampak. Atau dengan kata lain kinerja zakat belum 
maksismal dalam mengendalikan kemiskinan. Lebih ironis lagi malapetaka terkadang terjadi di tempat pembagian zakat. 
Peristiwa semaam ini mengisyaratkan ada kekeliruan dalam pengelolaan zakat terutama dibidang pendistribusian. 
Mungkin ada kekeliruan dalam pendistribusian zakat di Indonesia? Oleh karena itu, muncul pertanyaan: Tidakkah ada 
petunjuk Alquran dan atau hadis tentang pola dan teknis pendistribusian zakat ini? Melalui penelitian ini ditemukan pola 
dan teknis tersebut yang tersimpul pada: (1) Antar jemput zakat (2) Tidak memindahkan zakat (3) Lingkar (spiral) ala 
cangkang keong. 
 
Kata Kunci: Zakat, Pola, Teknis, Pendistribusian 
 
Abstract 
The provision of zakat aims to improve the economic condition of mustahik (zakat recipient) and overcome some of the 
problems they face. From year to year, there is an increase in the amount of zakat received by the institutions that manage 
it. However, up to now there are still many mustahik who are still living under a decent and adequate line. This shows 
that the role of zakat in improving the economic condition of mustahik is not yet very visible. Or in other words the 
performance of zakat is not yet maximal in controlling poverty. It is more ironic that disasters sometimes occur in the 
zakat distribution area. This event implies that there is a mistake in the management of zakat, especially in the field of 
distribution. Is there a mistake in distributing zakat in Indonesia? Therefore, the question arises: Is there no clue from the 
Qur'an and or hadith about the pattern and technical distribution of zakat? This research will found the pattern and 
technical conclusions in: (1) Zakat pick-up (2) Do not move zakat (3) Circles (spirals) like conch shells. 
 
Keywords: Zakat, Pattern, Technical, Distribution 
 
Pendahuluan 
Islam hadir di muka bumi untuk kemuliaan 
umat manusia, bahagia dan sejahtera di dunia dan 
mulia di akhirat. Dengan demikian, adalah benar 
adanya apabila Islam dinyatakan sebagai agama yang 
dibutuhkan. Islam hadir dengan muatan-muatannya 
yang berupa syariat selalu penuh perhatian terhadap 
keteragaan kemuliaan manusia dari rongrongan yang 
dapat menjatuhkan martabat dan kemuliaan manusia 
ke dalam lembah kehinaan, di dunia dan diakhirat. 
Diantara yang dapat merongrong martabat dan 
kemuliaan manusia adalah keterpurukan ekonomi. 
Oleh karena itu, menjaga pemenuhan kebutuhan 
pokok manusia (ةيرورضلا ةجاحلا) merupakan salah 
satu dari perhatian serius agama Islam. Perhatian 
sungguh-sungguh ini ditunjukan dengan 
mensyariatkan zakat yang dibebankan kepada umat 
msulim yang memiliki kekayaan yang melebihi 
kebutuhannya (mencapai nisab) untuk membantu 
saudara-saudaranya (mustahik) yang membutuhkan. 
Sebagai diketahui bahwa, dari sisi sosial 
horizontal, pensyariatan zakat menurut Abu Bakr 
Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al Sarakhsi, 
sebagai dikutip oleh Cholidi (2007, hal. 287), 
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bertujuan untuk mengatasi berbagai keterbatasan 
ekonomi (ةلخلا دسل) yang dialami oleh sebagian 
masyarakat terutama mereka yang berstatus sebagai 
fakir dan miskin. Zakat ini diharapkan dapat 
memperkuat posisi diri dalam kehidupan. Oleh 
karena itu, perintah melaksanakan zakat berada pada 
level perintah wajib dilaksanakan oleh orang yang 
berkelebihan dalam bidang ekonomi. Zakat 
disyariatkan untuk merekayasa keadaan ekonomi 
masyarakat dan mengendalikan kemiskinan agar 
dapat mempertahankan kemuliaan manusia, baik di 
depan Tuhan maupun di depan manusia. Namun 
demikian, jika dihadapkan dengan problema 
ekonomi masyarakat muslim Indonesia capaian 
zakat belum memadai. Peran pemberdayaan zakat 
belum nampak signifikan memperbaiki keterpurukan 
ekonomi mustahik.Tidak berlebihan jika diduga 
adanya sesuatu yang belum mengena dalam 
pengelolaan zakat di Indonesia dan perlu mendapat 
perhatian yang cukup untuk membenahinya. 
Hingga hari ini, melalui siaran televisi misalnya, 
masih sering terlihat keadaan masyarakat bukan 
hanya sekedar miskin tetapi justru hidup dibawah 
garis layak dan memadai. Anak-anak yang menderita 
kurang gizi, putus sekolah, dan tempat tinggal yang 
tidak layak huni masih ada. Ini menunjukkan belum 
maksismalnya peran zakat dalam mengendalikan 
kemiskinan. Lebih ironis lagi, bukannya gembira dan 
bahagia setelah pulang dari menerima zakat yang 
dibagikan oleh orang kaya tertentu, tetapi justru mala 
petaka bahkan kematian mengancam mereka di 
lokasi pembagian zakat. Oleh karena itu, usahkan 
berhasil mensejaterakan, bahkan mensengsarakan 
orang miskin atau paling tidak mempermalukan 
mereka. 
Keadaan ini menimbulkan pertanyaan adakah 
tuntunan ayat dan atau hadis tentang pola dan teknis 
pendistribusian dana zakat ? Bila ada, lalu bagaimana 
pola dan teknis pendistribusian zakat yang 
direkumendasikan oleh Alquran dan atau al Hadis 
itu? Mungkinkah menerapkan pola dan teknis 
tersebut di Indonesia ? Tulisan ini akan menggali 
kemungkinan penemuan  pola dan teknis 
pendistribusian zakat menurut Alquran dan hadis. 
Untuk itu akan digunakan teori “development from 
within” serta pendekatan “kebutuhan dasar (basic 
need approach). Sumber utama kajian ini terdiri dari: 
(1) Alquran dan Hadis (2) Tafsir dan syarh hadis. (3) 
Buku-buku yang membahas persoalan masyarakat 
(sosiologi) dan ekonomi syariah (4) berbagai buku 
yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan data 
dan analisisnya. 
 
Pendistribusian Zakat dalam Alquran 
Dari hasil pemeriksaan terhadap Alquran 
ditemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan 
perdistribusian zakat; yaitu: 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk 
orang-orang fakir, orang-orang miskin, 
pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 
dan untuk mereka yuang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60). 
Ayat ini menguraikan tentang kelompok yang 
berhak menerima zakat. mereka hanya terbatas pada 
delapan kelompok atau golongan. Mereka adalah: 
fakir, miskin, pengelola zakat, orang yang dijinakkan 
atau dibujuk hatinya, budak yang akan dimerdekakan 
oleh tuannya apabila membayar sejumlah uang, 
orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan 
orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. 
Akibat pembatasan yang ketat itu tidak ada lagi 
peluang untuk menambahkan kelompok baru yang 
berhak mendapatkan bagaian dari dana zakat yang 
didistribusikan sekalipun ada yang memintanya. 
Mendistribusikan dana zakat ke pihak lain di luar 
delapan kelompok merupakan penyimpangan dan 
penyalahgunaan. Zakat yang didistribusikan kepada 
orang yang tidak berhak menerimanya sah (Al-
Hasaniy, 2009, hal. 364). 
Selain dari ayat di atas, juga ditemukan pada 
Surat al-Baqoroh ayat 177; al Isro` ayat 26; al Nur 
ayat 22; al Rum ayat 38; dan al Hasyr ayat 7. Ayat-
ayat di atas menyebutkan kata dzawi al qurba dan uli 
al qurba. Dua kata yang berbeda tetapi memiliki 
makna yang sama yakni “memiliki harta”. Yang 
dimaksud dengan dzawi al qurba dan uli al qurba 
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adalah orang yang memiliki hubungan nasab, bukan 
sekedar kedekatan tempat tinggal. Wahbah al-
Zuahili (2013, hal. 461–462) menjelaskan kata dzawi 
al qurba maksudnya orang yang memiliki hubungan 
kedekatan berdasarkan hubungan darah.  
  :َلَاَقف« ُلُْوَعت ْنَِمب َُّمث ،َكِسَْفِنب َْأدْبِا» 
Mulailah dari dirimu sendiri baru kemudian 
kepada keluargamu. 
Di dalam masing-masing ayat di atas urutan-
urutan penerima bagian dari pendistribusian harta 
adalah (1) Allah SWT.; (2) Rasulullah Saw.; (3) 
orang yang memiliki kedekatan; (4) anak Yatim, (5) 
orang miskin, (6) orang yang minta-minta (7) hamba 
yang berada dalam perjanjian untuk dimerdekakan 
dengan syarat membayat sejumlah uang; (8) orang 
yang hijrah di jalan Allah; (9) orang yang sedang 
dalam perjalanan. Kelompok yang selalu muncul 
dalam ayat-ayat di atas adalah (1) orang yang 
memiliki kedekatan, (2) orang miskin; (3) orang 
yang sedang dalam perjalanan. Dan kelompok yang 
paling awal disebutkan setelah Allah SWT. dan 
Rosul-Nya selalu orang yang memiliki kedekatan. 
 
Pendistribusian Zakat dalam Hadis 
Dalam rangka menjelaskan ayat yang umum di 
atas Rasulullah Saw. menyampaikan beberapa 
hadisnya, antara lain: 
 ُنْب ُد َّمَحُم َاَنثَّدَح ٍديِعَس ُنْب ُةَبَْيُتق َاَنثَّدَح َع ُنْبا َاَنثَّدَح ُّىِراَصَْنلأا ِ َّللَّا ِدْبَع ٍٍ ْو
 َرَمُع ِنْبا ِنَع ٌِعفَان ِىَنَأبَْنأ َلَاق-  امهنع الله ىضر-  ِباَّطَخْلا َنْب َرَمُع ٍََّ أ
 ، اَهِيف ُهُرِْمَأتْسَي َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص َّىِبَّنلا َىَتَأف ، َرَبْيَخِب ًاضَْرأ َباََصأ
َاَقف ََسفَْنأ َُّطق ًلااَم ْبُِصأ َْمل ، َرَبْيَخِب ًاضَْرأ ُتْبََصأ ِى ِنإ ، ِالله َلوُسَر َاي َل
 َلَاق ِهِب ُرُْمَأت اََمف ، ُهْنِم ىِدْنِع « اَِهب َتْقَّدََصتَو ، اََهلَْصأ َتْسَبَح َتْئِش ٍْ ِإ
 . »ُوي َلاَو ُعَاُبي َلا ُهََّنأ ُرَمُع اَِهب َقَّدََصَتف َلَاق َقَّدََصتَو ، ُثَرُوي َلاَو ُبَه
 ِنْباَو ، ِالله ِلِيبَس ِىفَو ، ِبَاق ِ رلا ِىفَو ، َىبُْرقْلا ِىفَو ِءاَرَُقفْلا ِىف اَِهب
 ِفوُرْعَمْلاِب اَهْنِم َلُْكأَي ٍَْ أ اََهيِلَو ْنَم َىلَع َحَانُج َلا ، ِفْي َّضلاَو ، ِلِيبَّسلا
 َق . ٍل ِ  وََمتُم َرْيَغ َمِعُْطيَو ، ًلااَم ٍلِ َثَأتُم َرْيَغ َلَاَقف َنيِريِس َنْبا ِهِب ُْتثَّدََحف َلا
) ُّيِراَُخبْلا ُهاَوَر( (Khan, 1979)  
Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id 
telah bercerita kepada kami Muhammad bin 
'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami 
Ibnu 'Aun berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari 
Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin 
Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian 
lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam untuk meminta pendapat Beliau 
tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: Wahai 
Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar 
dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang 
lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan 
perintahkan tentang tanah tersebut? Maka Beliau 
berkata: Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) 
pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan 
(hasil buah) nya. Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu 
berkata: Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana 
tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak 
diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk 
para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii 
sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan 
tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk 
memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) 
dan untuk memberi makan orang lain bukan 
bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; 
Kemudian aku ceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin 
maka dia berkata: ghoiru muta'atstsal maalan 
artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk 
menggabungkannya dengan hartanya (H. R. Imam 
al Bukhori).  
Selain hadis di atas, juga terdapat pada H.R. 
Imam al-Bukhori Nomor 2764, 2772, 4675, 2764; 
H.R. Muslim Nomor 1632, 1812. 
 
Hukum Memindahkan Zakat 
Berdasarkan ayat dan hadis yang dikutip di atas 
dapat ditemukan, paling sedikit, ada tiga 
rekomendasi terhadap kebijakan dalam pengelolaan 
zakat; yaitu: (1) penerima zakat hanya terbatas pada 
delapan ashnaf. (2) Zakat dari masyarakat setempat 
untuk masyarakat di tempat itu juga. (3) Lebih afdal 
memberikan zakat kepada kerabat yang memikliki 
hubungan nasab. 
Begitu ketatnya kandungan ayat 60 pada surat 
al-Taubah sehingga tidak diperkenankan dan tidak 
sah apabila zakat diserahkan kepada selain dari 
depalan kelompok tersebut. Seanadainya ada orang 
dan atau kelompok yang meminta-minta agar yang 
bersangkutan diberikan bantuan dari zakat yang 
tersedia, jika yang bersangkutan bukan bagian dari 
delapan golongan itu, maka tetap tidak 
diperkenankan memberikan bagian zakat kepadanya. 
Tidak ada ulama yang berpendapat bahwa hal itu 
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boleh dilakukan. 
Setelah pembatasan pada delapan ashnaf itu 
zakat harus diperuntukkan bagi masyarakat penerima 
(mustahik) di daerah asal zakat itu. Ulama mazhab 
sepakat tidak boleh memindahkan zakat dari tempat 
asal pemungutan ke tempat lain yang jaraknya 
mencapai jarak tempouh membolehkan mengqasar 
salat. Jika pemindahan zakat harus dilakukan, maka 
harus memenuhi syrat terlebih dahulu. 
Berdasarkan ketentuan umum sebagaimana 
diterangkan dalam hadis Mu’adz bin Jabal bahwa 
dana zakat yang berhasil dikumpulkan harus dibagi-
bagikan dan diserhakan kepada orang-orang yang 
ada di tempat dana zakat dipungut. Oleh karena itu, 
memindahkan zakat dari tempat asal pemungutan ke 
tempat lainnya adalah tidak dibenarkan (Az-Zuhaili 
& Al-Kattani, 2010, hal. 892). 
 Namun secara spesifik pendapat masing-
masing ulama mazhab memiliki perbedaan. 
Ulama hanafiyah pada umumnya berpendapat 
makruh memindahkan zakat dari daerah asal 
pemungutan ke daerah lain. Akan tetapi terhadap 
hukum makruh ini menurut ulama mazhab Hanafi 
tidak mutlak, masih ada pengecualiannya (Al-
Hanafiy, 2004, hal. 289–290). Tetapi Wahbah al 
Zuhailiy (2010) mengatakan sangat tidak disukai 
(makruh tanzih) memindahkan dana zakat ke daerah 
lain. Jika pemindahan harus dilakukan terlebih 
dahulu harus memenuhi persyaratan; yaitu: (1) 
Apabila di tempat lain itu terdapat keluarganya yang 
sangat membutuhkan bantuan dan zakat tersebut 
dapat mengatasi kesulitan yang dialami oleh 
keluarganya itu; atau (2) di tempat lain itu terdapat 
orang atau kelompok orang yang lebih 
membutuhkan, lebih soleh, atau lebih wara’ jika 
dibandingkan dengan orang (mustahik) di tempat 
asal zakat; atau (3) apabila di tempat lain tersebut 
zakat akan lebih bermanfaat bagi orang-orang 
muslim di sana; atau (4) tempat asal zakat itu 
merupakan daerah kafir harbi dan dipindahkan ke 
daerah muslim; atau (5) di tempat lain itu terdapat 
orang yang sedang menuntut ilmu atau orang-orang 
yang zuhud dan mereka itu membutuhkan bantuan 
zakat. Namun demikian, jika dilakukan pemindahan 
zakat dari daerah asal ke daerah lain tanpa adanya 
lima keadaan ini, maka hukmunya tetap sah. 
Menurut ulama malikiyah tidak boleh 
memindahkan ke daerah lain yang jaraknya dari 
tempat asal pemungutan zakat, kecuali jarak antara 
daerah asal pemungutan ke daerah tujuan tidak 
mencapai (±) 89 kilometer (jarak yang 
memperbolehkan orang musafir untuk mengqasar 
salatnya) atau di daerah tujuan tersebut terdapat 
orang yang. Apabila keadaan yang disebutkan 
terakhir ini terjadi, maka zakat yang dikirimkan ke 
tempat lain itu lebih banyak daripada yang 
didistribusikan di tempat asal zakat. Tetapi jika 
tingkat kebutuhan mustahik pada tempat asal zakat 
sama dengan kebutuhnan mustahik di tempat tujuan, 
maka berdosa bila dilakukan pengiriman zakat ke 
tempat tersebut. Namun jika tetap dilakukan maka 
sah zakat sekalipun yang bersangkutan berdosa. 
Sebab dalam keadan tingkat kebutuhan yang sama 
antara dua daerah tersebut maka wajib 
mendistribusikan zakat di tempat asal 
pemungutannya. Bahkan ada pendapat yang 
mengatakan jika kebutuhan mustahik di tempat 
tujuan itu lebih rendah daripada kebutuhan mustahik 
di tempat asal pemungutan zakat, lalu zakat itu 
dipindahkan, maka zakatnya tidak sah (Az-Zuhaili & 
Al-Kattani, 2010). 
Pendapat yang paling mengemukan dalam 
mazhab Syafi'i melarang memindahkan zakat dari 
daerah asal ke daerah lain. Ada diantara ulama 
syafi’iyah yang mengatakan haram memindahkan 
zakat dari tempat pemungutan ke daerah lain, baik 
yang jaraknya mencapai jarak tempuh yang 
membolehkan mengqasar salat (± 86 km) atau 
kurang dari itu,  sementara di tempat asal zakat 
dipungut masih ada mustahik yang berhak 
menerimanya. Selain hukumnya haram zakatnya pun 
tidak sah. Ini berarti dengan tegas mereka 
mengatakan wajib menyerahkan zakat tersebut 
kepada ashnaf, baik individu atau kelompok atau 
institusi, di daerah mana harta yang dizakati itu 
berada (Az-Zuhaili & Al-Kattani, 2010). 
Ulama Hanabilah secara jelas dan tegas 
menyatakan haram melakukan pemindahan dana 
zakat dari daerah asal ke daerah lain yang berjarak 
tempuh yang membolehkan mengqasar salat, karena 
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dengan memindahkan zakat ke daerah lain berarti 
telah menyia-nyiakan hak orang-orang fakir dan 
miskin di mana asal zakat itu. Tetapi seandainya 
pemindahan zakat itu dilakukan maka menurut salah 
satu pendapat dalam lingkungan mazhab Hanbali 
mengatakan tidak sah zakatnya, karena zakat 
tersebut merupakan hak yang wajib diberikan kepada 
mustahik di tempat asal zakat itu, sedangkan 
pendapat lain mengatakan sah hukum pelaksanaan 
zakatnya itu karena orang fakir dan miskin di tempat 
mana zakat dipindahkan adalah juga mustahik zakat; 
sehingga apabila di tempat asalnya sudah tidak 
membutuhkannya boleh memindahkan zakat 
tersebut, namun  yang bersangkutan berdosa (Az-
Zuhaili & Al-Kattani, 2010). Sesungguhnya kedua 
pendapat di atas sama, sebab menurut pendapat 
kedua boleh memindahkan zakat apabila di tempat 
asal zakat itu sudah tidak membutuhkan. Ini berarti 
selama masih ada yang mebutuhkan di tempat asal 
zakat tersebut zakat tidak boleh dipindahkan. 
Khusus pada rekomendasi yang ketiga, 
mengutamakan pemberian zakat kepada mustahik 
yang masih ada hbungan keluarga dengan muzaki, 
dipahami bahwa yang dimaksud dengan kerabat 
dalam ayat-ayat di atas adalah kerabat yang berada di 
tempat pemungutan zakat bukan kerabat yang 
bertempat tinggal di daerah lain yang jaraknya 
mencapai jarak tempuh yang membolehkan 
mengqasar salat. Menurut al-Bahuity (Bahutiy, 
1997), zakat itu afdal diberikan kepada kerabat baru 
kemudian kepada tetangga; karena dalam suatu hadis 
Rasulullah Saw. mengatakan: Jibril selalu 
mengingatkan saya tentang tetangga sehingga saya 
mengira tetangga itu akan terjadi saling mewarisi 
antar tetangga (H. R. Imam al Bukhori). Hal ini juga 
dipahami dari sabda Rasulullah Saw. kepada Mu’adz 
bin jabal: مهئارقف ىلإ درتف. Dalam hadis ini Rasulullah 
Saw. tidak menyinggung kerabat, tapi yang 
disebutbnya adalah orang fakir ditempat itu, 
termasuk didalamnya fakir yang ada hubugan 
keluarga dan nasab dengan muzaki. 
 
Keberpihakan terhadap Muzaki dan Mustahik 
Menurut al Sarakhsiy, dengan mengacu kepada 
konsep maqoshid al Syari’ah, dalam hal 
pendistribusian zakat, maka kepentingan mustahik 
harus menjadi perhatian dan pertimbangan utama. 
Namun, kepentingan muzaki tidak boleh diabaikan. 
Ketika memungut zakat tentu kepentingan muzaki 
menjadi pusat pertimbangan dan ketika 
pendistribusiannya harus mengutamakan 
kepentingan mustahik (Cholidi, 2007). 
Khusus terhadap mustahik ada dua bentuk 
kebijakan yang berpihak kepada mereka. Ada dua 
macam kebijakan dalam pendistribusian zakat. 
Pertama; ketika menentukan bentuk (benda) zakat 
yang dibagikan kepada mustahik. Kedua; teknis 
pendistribusiannya. Zakat yang diberikan kepada 
mustahik dapat berupa natura atau uang tunai atau 
lainnya. Sedangkan kebijakan kedua mengenai 
teknis operasionalnya. 
Agar kepentingan mustahik dapat terpenuhi 
sepenuhnya, maka mustahik harus menjadi subjek 
pemberdayaan zakat, bukan sekedar objek. Dengan 
kata lain, untuk menentukan kebutuhan mana yang 
akan dipenuhi dengan dana zakat bagi masing-
masing mustahik akan dibicarakan dan 
dimusyawarahkan langsung dengan para mustahik 
itu sendiri. Mustahiklah yang paling mengetahui 
tentang kebutuhan mereka secara riil dan mendesak 
untuk dipenuhi. Ini agar tidak terjadi pemborosan 
dan kesia-siaan. Pengelola, apalagi muzaki sebagai 
orang perorangan, tidak memiliki kapasitas untuk 
menentukan kebutuhan masing-masing mustahik. 
Upayakan pembangunan selalu diarahkan ke 
sekitar manusia, bukan manusia yang dikerahkan di 
sekitar pembangunan; karena sesungguhnya yang 
dibangun adalah manusianya; sehingga mampu 
menaikkan produktifitas mereka (Ul Haq, 1983). 
Mustahik adalah subjek bukan sekedar objek. 
Masing-masing mustahik tidak sama ragam dan 
tingkat kebutuhannya. Untuk memudahkan 
penyesuaian antara kebutuhan dan zakat yang 
didistribusikan perlu dirumuskan macam, ragam, dan 
tingkatan kebutuhan mustahik. Kebutuhan dimaksud 
adalah: (1) Pemenuhan kebutuhan pokok minimal 
(2) Pemberian modal (3) Pendampingan (4) 
Pemasaran produk. 
Keberpihakan dalam bentuk kebijakan dan 
strategis dapat dilakukan dengan menetapkan bahwa 
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mustahik tidak diperkenankan mendatangi muzaki 
atau lembaga pengelola zakat, tetapi muzaki atau 
lembaga pengelola yang mendatangi muzaki di 
tempat kediaman mereka. 
Dengan menjadikan mustahik sebagai subjek 
zakat, diharapkan tujuan zakat akan dapat tercapai 
lebih efisien dan maksimal. Efisien dalam arti tidak 
ada pemborosan dan tidak salah sasaran. Maksimal 
dalam arti tercapainya tujuan memberdayakan para 
mustahik. Dari tahun ke tahun mustahik mengalami 
kemajuan dibidang kesejahteraan ekonomi, 
kesehatan dan pendidikan dan seterusnya. Tujuan 
zakat untuk melepaskan mustahik dari cengkraman 
kemiskinan dapat dicapai sementara kehendak zakat 
agar mustahik terbebas dari tekanan keadaan dan 
sekaligus memberdayakan mereka akan terwujud 
pula. 
 
Pola Pendistribusian Zakat 
Masih mengacu pada kalimat مهئارقف ىلإ درتف 
(kembalikan zakat kepada orang-orang fakir di 
sekitar mereka), yang terdapat pada sabda Rasulullah 
Saw. kepada Mu’adz bin Jabal, dan sebagai 
konsekuensi lagis dari larangan memindahkan zakat 
dari daerah asal ke daerah lain, maka ketika 
mendistribusikan zakat perlu memperhatikan zona 
atau area zakat asal pemungutan zakat; karena area 
ini harus dijadikan sebagai zona jangkauan distribusi 
zakat itu. Zakat harta area asal pemungutannya 
adalah di mana harta yang dizakati itu berada. 
Sedangkan untuk zakat fitrah area asal 
pemungutannya adalah di mana orang itu 
berdomisili. 
Empat mazhab fikih, sebagaimana diuraikan di 
atas, nampaknya sepakat zakat harus didistribusikan 
di daerah mana zakat itu dipungut, bukan ke daerah 
atau tempat berdomisilinya tuan harta; sekalipun di 
tempat berdomisilinya hartanya itu tidak ada kerabat 
atau keluarganya. Dalam literatur Hanafiah, 
Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah pada 
umumnya menyebutkan zona zakat, pemungutan dan 
peredaran zakat, adalah di tempat keberadaan harta 
yang akan dizakati (Burhan, 2016). Tetapi untuk 
zakat fitrah dibayarkan ditempat berdomisilinya 
muzaki. Namun demikian, mereka tidak sepakat 
mengenai status hukum memindahkan zakat dari 
tempat asal pemunmgutan ke daerah lain nyg 
jaraknya mencapai jarak tempuh yang membolehkan 
mengqasar salat. Berikut uraian masing-masing 
pendapat tersebut. 
Ulama mazhab Hanafi berpandangan makruh 
hukumnya memindahkan zakat dari daerah asal 
pemungutan ke daerah lain. Ulama mazhab Maliki 
Pada umumnya tidak memperkenankan 
memindahkan zakat ke daerah lain dengan jarak 
tempuh mencapai musafah qasar salat (± 89 kilo 
meter); kecuali karena di sana, di tempat yang dituju 
terdapat mustahik yang lebih membutuhkannya (Az-
Zuhaili & Al-Kattani, 2010). Bahkan menurut 
Sahnun dan Syaikh Kholil apabila zakat dipindahkan 
ke tempat lain maka zakatnya tidak sah. Menurut 
pendapat yang azhar di lingkungan mazhab Syafi'i 
melarang memindahkan zakat ke daerah lain. Wajib 
menyerahkan/membagikan zakat kepada ashnaf 
yang ada di tempat harta yang dizakati (Az-Zuhaili 
& Al-Kattani, 2010). Sementara itu menurut mazhab 
Hanbali haram memindahkan zakat dari daerah 
sumber (asal) zakat ke daerah lain dengan jarak 
musafah qasar salat, namun zakatnya sah. Pandangan 
hukum ulama fikih ini merujuk kepada Alquran dan 
Hadis.  
Di dalam Alquran yang memuat tuntunan umum 
tentang pola dan teknis pendistribusian zakat Allah 
Swt. menggunakan kalimat khudz min amwalihim 
(مهلاوما نم ذخ), atu al zakah (ةاكزلا اوتآ) dan dzawi al 
qurba (ىبرقلا ىوذ) atau uli al qurba (ىبرقلا ىلوأ). 
Sedangkan Rasulullah Saw. dalam hadisnya 
mamakai kalimat (مهئارقف ىلإ درتو). Analisis terhadap 
penggunakaan kata dan kalimat ini yang akan 
menghasilkan pola dan teknis pendistribusian zakat. 
Terhadap firman Allah Swt. dan sabda 
Rasulullah Saw. tentang aturan teknis 
pendistribusian zakat itu diantara pandangan yang 
mendekati sepakat diantara ulama tersebut adalah 
ketidaksetujuan mereka terhadap pemindahan zakat 
dari daerah asal pemungutannya ke daerah lain tanpa 
alasan dan atau tujuan yang jelas dan kongkret serta 
terukur. 
Dari penelusuran, pengkajian, dan perenungan 
terhadap ayat suci Alquran, hadis dan pendapat 
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ulama ini dapat dirumuskan tiga aturan teknis pokok 
dan utama, yaitu: (1) mengantarkan zakat kepada 
mustahik oleh badan pengelola atau muzaki 
perorangan (ةاكزلا اوتآ), (2) pendistribusian zakat 
dimulai dari titik yang paling dekat dengan tempat 
berdomosilinya muzaki (ىبرقلا ىوذ), dan (3) tidak 
memindahkan zakat dari daerah asal pemungutannya 
ke daerah lain tanpa alasan dan atau tujuan yang jelas 
dan kongkrit serta terukur (مهئارقف ىلإ درتو). Dengan 
ungkapan lain: (1) Antar  jemput antar zakat. (2) 
Lingkar (spiral) ala cangkang keong. (3) Tidak 
memindahkan zakat. 
Melalui firman-Nya Allah Swt. memerintahkan 
agar: (1) umat Islam ditugasi untuk mengelola zakat 
aagar mengambil dan menjemput zakat dari tangan 
pemiliknuya (muzaki) dan (2) orang yang tergolong 
muzaki dan para pengelola zakat mengantarkan 
zakatnya kepada mustahik yang dituju.  
Alquran membicarakan menganjurkan agar 
memberikan sedekah, infak, dan zakat kepada dzawi 
al qurba (ىبرقلا ىوذ) dan uli al qurba (ىبرقلا ىلوأ) yaitu 
orang yang memiliki kedekatan. Memang 
kebanyakan mufassir mengartikan dzawi al qurba 
(ىبرقلا ىوذ) dengan kedekatan yang meiliki hubungan 
kekeluargaan. Akan tetapi jika disamping arti seperti 
itu juga tidak salah jika diartikan pula sebagai 
kedekatan tempat berdomisili. Kemungkinan ini 
ditunjukkan oleh isyarat hadis yang menjelaskan: 
“jika engkau berikan infaqmu kepada keluargamu 
berarti engkau mengambil dua sisi kebaikan, yaitu 
sisi kebaikan memberi infaq dan sisi kebaikan 
menjalin dan mendekatkan hubungan tali 
silaturahmi.” (Az-Zuhaili & Al-Kattani, 2010). 
Jika ditelaah isyarat dari ayat Alquran (al-
Baqoroh, 177; al-Isro’, 26; al-Nur, 22; al-Rum, 38; 
dan al-Hasyr, 7) menunjukkan bahwa yang dimaksud 
dengan kedekatan hubungan darah (keluarga) 
tersebut adalah keluarga berdomisili di dekat 
pemberi infaq atau sedekah atau zakat. Jadi bukan 
mereka yang ada kedekatan hubungan darah 
(keluarga) yang berdomisili di daerah lain. Oleh 
karena itu, terjemahan dari ayat Alquran al Karim 
yang terdapat dalam Surat: al-Rum ayat ke 38 
adalah: Maka berikanlah kepada Kerabat –yang 
terdekat dengan tempat berdomisilimu– akan 
haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan 
orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang 
lebih baik bagi orang-orang yang mencari 
keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang 
beruntung.” 
Berdasarkan uraian di atas nampaklah bahwa 
dari segi teknis pendistribusian zakat yang paling 
diutamakan adalah orang-orang yang terdekat 
dengan tempat berdomosilinya muzaki. Akan tetapi 
apabila diantara mustahik yang berada disekitar 
tempat berdomisilinya muzaki itu ada yang memiliki 
kedekatan hubungan darah (keluarga) dengan 
muzaki, maka mereka inilah yang diutamakan, baru 
menyusul mustahik lain yang paling dekat tempat 
berdomisilinya dengan muzaki lalu diiringi oleh 
mustahik yang lebih jauh dan yang lebih jauh lagi 
dan seterusnya sehinga semakin jauh (al aqrob fa al 
aqrob).  
Memindahkan zakat dapat menumbuhkan 
kecemburuan bahkan rasa tidak senang dan benci 
dari pada mustahik terhadap lembaga pengelola atau 
muzaki perorangan. Pemindahan zakat ke daerah lain 
akan menurunkan tingkat harmonitas suatu 
masyarakat (muzaki dan mustahik) atau lebih jauh 
lagi akan melahirkan konflik atau paling tidak akan 
menimbaulkan prasangka buruk pada mustahik. 
Memindahkann zakat dianggap sebagai perbuatan 
perbuatan buruk. 
Ketiga teknis pendistribusian zakat di atas 
merupakan tiga sub teknis yang saling mendukung 
dan saling memperkokoh. Apabila salah satu dari 
tiga teknis itu terabaikan akan merusak kinerja kedua 
teknis lainnya. Akibatnya kinerja zakat dalam 
memperbaiki keadaan ekonomi mustahik menjadi 
tidak maksimal dan atau tertunda. Oleh karena itu, 
ketiga teknis pendistribusian tersebut harus 
dilaksanakan secara utuh dan terintegrasi. 
Ketika teknis pertama ditinggalkan, maka teknis 
kedua dan ketiga tidak dapat dilaksanakan. 
Bagaimana memulai pembagian zakat dari titik yang 
paling dekat dengan muzaki atau tempat 
berdomisilinya harta yang dizakati kalau mustahik 
yang mendatangi muzaki. Apabila mustahik yang 
mendatangi muzaki tentu tidak tertutup 
kemungkinan mustahik yang paling jauh yang 
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terlebih dahulu mendatangi muzaki. Kemungkinan 
akan semakin luas apabila mustahik yang bertempat 
tinggal di dekat rumah kediaman dan atau di sekitar 
tempat keberadaan harta yang dizakati memiliki 
harga diri yang baik sehingga dia tidak berkenan 
mendatangi muzaki. 
Akan lebih buruk lagi keadannya ketika 
kebutuhan mustahik yang berada di sekitar tempat 
keberadaan harta yang dizakati belum terpenuhi atau 
zakat belum pernah diberikan kepada mereka tiba-
tiba zakat yang berhasil dihimpun dipindahkan ke 
daerah lain yang jauh. Dalam kasus semacam ini 
mustahik yang seharusnya ikut menikmati manisnya 
zakat justru gigit jari dan merasa disisihkan dan tidak 
diperhatikan. Pada saat zakat dipindahkan ke daerah 
yang jauh dari tempat berdomisilinya muzaki dan 
atau tempat keberadaan harta yang dizakati tentu 
tidak mungkin dapat memulai pendistribusiannya 
dari titik yang terdekat dari domisili muzaki. 
Akhirnya, tujuan pemuliaan dari zakat tidak tercapai 
secara maksimal. 
Apabila ketiga teknis pendistribusian 
sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan secara 
bersama-sama maka akan muncul rumusan: zakat 
tidak dipindahkan dari tempat asal (sumber) nya, 
pendistribusian dimulai dari titik –dalam hal ini 
mustahik– yang paling dekat dengan muzaki dengan 
mengutamakan mustahik yang ada hubungan 
kedekatan keluarga (ada hubungan nasab/hubungan 
darah) dengan cara diantar oleh pengelola atau 
muzaki perorangan ke tempat mustahik. 
Pendistribusian zakat dengan teknis ini 
pergerakannya bagaikan lingkaran cangkang keong, 
mulai dari titik terkecil dan berakhir pada lingkaran 
yang lebar semakin lebar hingga super lebar. 
Teknis ini apabila diikuti disepanjang proses 
dan pelaksanaan pendistribusian zakat lembaga zakat 
akan menunjukkan kinerjanya yang maksimal. 
Kinerja maksimal dimaksud akan terlihat pada: (1) 
efektifitas dalam penggunaan waktu, tenaga, dan 
biaya, (2) risiko dapat diprediksi dan diperhitungkan 
secara akurat. 
 
 
 
Gambar 1 
Pola dan Teknis Baru Pendistribusian Zakat 
di Indonesia 
 
 
Kesimpulan 
Pola dan teknis baru pendistribusian zakat di 
Indonesia menggunakan tiga pola yaitu (1) Antar 
jemput zakat (2) Tidak memindahkan zakat (3) 
Lingkar (spiral) ala cangkang keong. 
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